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Abstrak 

Konsumen sebagai pengguna akhir atas produk barang dan jasa sering dirugikan oleh tindakan produsen. 

Konsumen dan produsen lazimnya kurang memahami hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan hukum Islam. Isu hukumnya berfokus pada 

penyelesaian perkara penipuan berdasarkan aturan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. 

Pendekatan perbandingan diterapkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan cara terbaik dari yang 

baik untuk menyelesaikan isu hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tercipta 

antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua 

belah pihak. Konsumen dan produsen memenuhi hak dan kewajiban secara resiprokal dan seimbang. 

Seyogyanya konsumen dan produsen dengan iktikad baik memenuhi hak dan kewajiban serta menghindari 

kecurangan dalam melakukan transaksi.  

 

Kata-kata kunci: Hak dan Kewajiban, Iktikad Baik, Kecurangan, Perlindungan Konsumen, Resiprokal 

 

Abstract 

 

Consumers as end users of goods and services are often disadvantaged by the actions of producers. 

Consumers and producers generally do not understand their rights and obligations as stipulated in the 

Consumer Protection Act and Islamic legal regulations. The legal issue focuses on solving fraud cases based 

on consumer protection law and Islamic law. A comparative approach is applied to find similarities and 

differences in the best of good ways to solve legal issues. The results of the analysis show that the legal 

relationship created between consumers and business actors is a legal relationship that provides benefits for 

both parties. Consumers and producers fulfill their rights and obligations in a reciprocal and balanced 

manner. Consumers and producers in good faith fulfill their rights and obligations and avoid fraud in 

conducting transactions. 
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 ملخص

ويستند هذا البحث على المستهلك لأن المستهلك يشعر بضرر الجددا  خلدا المعدنع ولا و  

يفهم المستهلك و ب و الحقوق والمطلوباتلا وهناك لوائح تفرض حماية المستهلك، ولكو مع الحددوخ 

 البديلة للأطراف غالبا ما تكون ذبح الحقوق ب و المنتج و والمستهلك و، والمه منة للمستهلكلا

( ك ف يكون استعراض قانون حمايدة المسدتهلك رقدم 1ص اغة المشكلة في هذه الرسالة هي 

( ك دف 3( ك دف هدو ا سدتعراض امسدلمي لجريمدة الم رعدة  2لتغ  ر ا حت دا    1111 لعام 8

والقدانون امسددلمي لا  1111 لعدام 8المقارندة للدى حالددة ا حت دا  مدو قددانون حمايدة المسدتهلك رقددم 

ضدد مبدارا   1111لعدام  8( لمعرفة وفهم استعراض قوان و المستهلك رقم 1راسة هو: وأهداف الد

( أن تعرف وفهم المقارنة مدو 3( لمعرفة وفهم القانون امسلمي مو النحت مو ا حت ا لا 2الغشلا 

 وقانون امسلملا 1111لعام  8المبارا  مو ا حت ا  في مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 
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النوع مو البحوث )مكتبدة الب اندات( هدي جمدع الب اندات أو المعلومدات بمسداعد  ويسمى هذا 

أنواع مختلفة مو المواخ مو لل  القراء  ومراجعة ومحدو ت الملحادات مدو الأخا ذات العدلة 

 مباشر  لهذه الدراسةلا التحل ا الفني المستخدم هو تحل ا المحتوى ومحاربة المقارنةلا

 و ( العلقة القانون ة التي أنشدتت بد و المسدتهلك1و مختلف المعاخر أن: بعد أن تقدم في البحوث م

أن يكدون  والمؤسسات الجانب ة التجارية هدي علقدة قانون دة تف دد بدتن الجدواالا وبعدفة عامدة يجد 

مسدتهلك المستهلك قداخرا علدى معرفدة تعريدف المسدتهلك، والممتدا التجاريدة، والحقدوق المملوكدة لل

بد  عدو  لمسؤول ة عو المسدتهلك و لذا كدان فعدا القدانون القضد   قدد تدم الق دام( ا2وممتا الأعما لا 

مقارنددة الجريمددة ( 3طريددا اسددتمرار غ للغدداء ا تفدداق وتبددديا الخسددار  الناجمددة عددو فعددا القددانونلا 

والقانون امسلمي فدي امجدراءات وفقدا  1111لعام  8الجنائ ة بموج  قانون حماية المستهلك رقم 

هددو نفسدد  هددو امجددراء الددذب تقدددم بطلبهددا فددي القددانون  1111لعددام  8المسددتهلك رقددم لقددانون حمايددة 

م مدو امسلميلا لأن صاح  الوكالة يضع مبدأ الشريعة، على الرغم مو عدم الشريحةلا علدى الدرغ

 أن هناك ما غ رها مو الأش اء الألرى التي لم تكو مناسبة في الشريعةلا

، ا حت ددا ، حمايددة المؤسسددة الوطن ددة امنمائ ددة امندون سدد ة كلمددات المفتاح ددة: القددانون امسددلمي،

 المستهلك

 

     Pendahuluan 

  Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan 

individu lain, atau antara individu dengan negara islam, atau hubungan negara islam dengan 

negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan 

kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa 

mereka.1 Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia 

dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu 

dan makhluk sosial. 

Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari 

keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai 

beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya 

tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu 

yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah konflik  

sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan 

keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. 

Yang disebut makhluk sosial mereka saling membutuhkan, saling membantu dan salah 

satunya mereka pernah mengalami keuntungan maupun kerugian. Disini peneliti akan meneliti 

                                                             
1Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta:Amzah, 2010). 

hal 6 
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mengenai kerugian yang dialami seseorang. Ada produsen pastinya ada juga konsumen, dimana 

permasalahan didalam transaksi antara produsen maupun konsumen selalu terjadi. Dan mereka 

para konsumen merasa sangat dirugikan atas tidak tanggung jawabnya produsen. Maka dari itu 

perlu payung hukum yang bisa melindungi para konsumen yang terenggut hak nya oleh 

produsen. Kebanyakan konsumen tidak mengerti yang mana hak dan kewajiban dari pihak 

masing-masing. Ada peraturan yang memberlakukan tentang perlindungan konsumen, namun 

dengan sangat minimnya pengetahuan para pihak sering terjadi perenggutan hak diantara 

produsen maupun konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut terbentuklah lembaga yaitu 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang tercantum dalam undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, pada lembaga ini diberi 

kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 

Perlindungan  konsumen  pada  saat  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan 

perdagangan. Dengan  adanya  perlindungan  konsumen  ini  diharapkan  menimbulkan 

keseimbangan  hak  dan kewajiban  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Saat  ini 

perlindungan konsumen  mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk 

menciptakan kesejahtraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Produk  

barang  dan  jasa  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia  semakin  

lama  semakin  canggih,  sehingga  timbul  kesenjangan  terhadap kebenaran  informasi  dan  

daya  tanggap  konsumen.2 

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan  

upaya  untuk  memahami  hak-hak  pokok  konsumen,  yang  dapat  dijadikan sebagai  landasan  

perjuangan  untuk  mewujudkan  hak-hak  tersebut.  Hak  konsumen sebagaimana  tertuang  

dalam  pasal  4  huruf  c   Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999 yaitu  hak  konsumen  adalah  

hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  

dan/atau  jasa.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen sesungguhnya  identik  dengan  

perlindungan  yang  diberikan  hukum  tentang  hak-hak konsumen, dimana secara umum 

dikenal adanya hak dasar konsumen  yang salah satu hak  tersebut  adalah  hak  untuk  

mendapatkan  informasi.  Setiap  produk  yang diperkenalkan  kepada  konsumen  harus  

disertai  informasi  yang  benar.  Informasi  ini diperlukan agar konsumen tidak sampai 

mempunyai gambaran yang keliru atas  produk barang  dan  jasa.  Informasi  ini  dapat  

disampaikan  dengan  berbagai  cara.  Seperti  lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai 

media, atau mencantumkan dalam kemasan produk ( barang ). Hak ini mempunyai arti yang 

sangat fundamental bagi konsumen bila dlilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan 

                                                             
2 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2011,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Cetakan  Ketiga, Sinar Grafika, 

Jakarta, Hal.4 
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ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu  barang  yang  akan  dibelinya  atau  akan  

mengikat  dirinya,  haruslah  diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. 3 

Hak konsumen adalah :  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan   perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.4 

Kewajiban konsumen adalah :  

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.5 

     

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 44 

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi 

kegiatan: 

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan 

kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; 

                                                             
3 Zulham,  2013,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, Hal.48   
4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 
5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 



60 
Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457 

 

 
 

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau 

pengaduan konsumen; 

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan 

perlindungan konsumen. 6 

Di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Bunulrejo- 

Blimbing Kota Malang merupakan suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia 

(Perseroan) serta yang akan menjadi objek peneliti dalam praktek penelitian. Peneliti memilih 

lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti belum menemukan adanya sebuah penelitian pada 

lembaga yang berada diwilayah tersebut dan atas serta dasar pertimbangan bahwa pada lokasi 

ditemukannya sebuah permasalahan. Selain hal itu, perlindungan atas kepentingan konsumen 

tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataan pada umumnya konsumen selalu berada 

dipihak yang dirugikan. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia harus mampu 

dan ada upaya  meningkatkan kualitas dan manfaat pengawasan terhadap beredarnya barang 

maupun jasa, untuk memenuhi kepentingan masyarakat/Konsumen secara  Nasional.  

Masalah yang ditangani salah satunya penipuan, yang dimaksud penipuan itu untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama 

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya.7 

Di dalam agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat 

Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan di muka bumi. Aspek pertama adalah kegiatan 

yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut sebagai ibadah. Aspek yang kedua adalah kegiatan 

intelektual dan sosial yang disebut sebagai muamalat.8 Muamalat adalah bagaimana hubungan 

manusia dalam kemasyarakatan sebagai makhluk yang tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. 

Sebagai manusia juga diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

ثمِْ وَالْعدُوَْانِ   وَتعََاوَنوُْا عَلىَ الْبِر ِ وَالتَّقْوَى وَ تَعََاوَنوُْا عَلىَ اْ ِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.9 

Hukum islam terdapat kemaslahatan, yang artinya setiap segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menarik 

keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak 

kerusakan. Yang menolak kerusakan adalah menarik kemanfaatan. Dengan demikian, setiap 

                                                             
6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

7 Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan 

8M. Natsir Arsyad, Seputar Sejarah & Muamalah, (Bandung: Al-Bayan, 1999), hal. 147  
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 

1996),  hal. 106 
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yang menarik manfaat adalah menolak kerusakan dan sebaliknya. Dari segi istilah maslahat 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan 

dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.10 

Tinjauan umum tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

Hukum perlindungan kosumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen 

mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum 

dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha 

merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum 

konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-

hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak- hak konsumen. Undang-undang tersebut juga 

memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak 

konsumen.Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum 

lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau 

menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.  

Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen  

UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha 

berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas-asas ini telah 

diatur di dalam Pasal 2 UUPK. 

Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:11 

a. Asas Manfaat 

Asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Asas Keadilan 

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 

dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

                                                             
10 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 343. 

11 Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: 2005) Hal. 5 
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Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Asas ini ditujukan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, 

dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara 

menjamin kepastian hukum atas hal tersebut. 

1. Hak dan Kewajiban Konsumen 

John F. Kennedy mengemukakan pendapatnya tentang hak-hak yang dimiliki seorang 

konsumen, yaitu:12 

a. Hak untuk memoperoleh keamanan; 

b. Hak untuk memilih; 

c. Hak untuk mendapatkan informasi; 

d. Hak untuk didengar. 

Adapun hak-hak konsumen yang disebutkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 

Kemudian disebutkan juga kewajiban-kewajiban dari konsumen itu sendiri, yaitu: 

                                                             
12 Az. Nasution, Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari sudut hukum dan perlindungan konsumen) dalam 

manajemen dan usahawan Indonesia), Nomor 3, thn. XXII, LPM FE-UI, (Jakarta: 1994) Hal. 23  
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1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Secara tegas UUPK telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Di dalam Undang-

undang No.8 Tahun 1999 diatur juga hak-hak yang dimiliki seorang pelaku usaha, yaitu: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa 

konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen 

tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pelaku usaha merupakan subjek hukum perlindungan yang vital dalam menerapkan hukum 

perlindungan konsumen dengan baik dan sempurna. 

Pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa mempunyai suatu aturan yang 

telah diatur dalam UUPK. UUPK telah disebutkan di dalam definisinya tentang pelaku usaha. 

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK adalah pelaku usaha pabrikan, distributor dan 

jaringannya, serta juga termasuk para importir dan juga pelaku usaha periklanan. 

Pelaku usaha pabrikan dan pelaku usaha distributor secara prinsip merupakan berbeda, tetapi 

undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha 

tersebut, dan juga berbagai larangan yang dikenakan kepada kedua pelaku usaha tersebut. Terdapat 

perbedaan sedikit yang patut diperhitungkan, yaitu sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap 

kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing pelaku usaha terhadap konsumen yang 

mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diberikan. Pertanggung jawaban 

yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen atas kesalahan pelaku usaha melanggar ketentuan 

undang-undang merupakan tanggung jawab yang berupa ganti rugi. 

Hukum pembuktian menerangkan tentang hapusnya ataupun lahirnya suatu pertanggung 

jawaban dari suatu pelaku usaha dan beralihnya pertanggung jawaban tersebut kepada pelaku usaha 

lainnya harus dibuktikan, agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Hal ini 
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dimaksudkan agar tercipta suatu asas kepatutan dan keadilan, serta kepastian hukum untuk semua 

pihak.13 

Perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha telah diatur dalam UUPK. Perbuatan yang 

dilarang tersebut diatur dalam Bab IV yang terdiri dari 10 Pasal, diawali dari Pasal 8 sampai dengan 

Pasal 17. Di dalam Bab IV dapat dilihat bahwa pada dasarnya larangan-larangan yang berlaku bagi 

pelaku usaha pabrikan juga diberlakukan bagi para pelaku usaha distributor, dan tidak semua 

larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor (dan jaringannya) dikenakan juga bagi 

pelaku usaha pabrikan. 

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-

masing pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut, selama pelaku usaha tersebut 

menjalankan kegiatan usahanya tersebut secara benar dan memberikan informasi yang cukup, 

relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan 

mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan jasa yang diberikan tersebut. 

Ketentuan Pasal 8 UUPK merupakan satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara umum 

mengenai larangan kegiatan usaha para pelaku usaha pabrikan ataupun distributor di Indonesia. 

Secara garis besar larangan yang tertuang dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi ke dalam dua 

larangan pokok, yaitu:14 

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak 

untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan konsumen Kelayakan produk suatu barang 

dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu 

barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut diperdagangkan kepada 

masyarakat luas. Kelayakan produk tersebut memenuhi suatu standar yang harus diketahui oleh 

masyarakat, standar tersebut banyak yang sudah diketahui oleh masyarakat tetapi ada juga yang 

masih membutuhkan penjelasan yang lebih untuk hal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan 

informasi yang lebih yang didapat tidak hanya dari pelaku usaha tetapi juga melalui sumber 

lain yang terpercaya. 

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang 

menyesatkan konsumen. Setiap konsumen mempunyai hak memilih dan menentukan barang 

dan/atau jasa yang akan dikonsumsi, oleh karena itu setiap konsumen membutuhkan informasi 

yang benar mengenai barang dan/atau jasa tersebut. Dalam pembuatan informasi tentang suatu 

barang dan/atau jasa perusahaan periklanan dan pelaku usaha harus jujur yaitu memberikan 

informasi mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada pada barang dan/atau jasa yang 

                                                             
13 Informasi Media, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan Konsumen 

https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1016051123-3-bab%202.pdf 18 juli 2019 pukul 21.11 
14 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 

Hal. 75 

https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1016051123-3-bab%202.pdf
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diperdagangkan.  Undang-undang mengakui tentang adanya penjualan yang dilakukan secara 

lelang, penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan/atau jasa yang tidak dalam 

keadaan yang tidak sempurna, dengan keadaan yang seperti ini maka dapat dikatakan bahwa 

kedudukan konsumen berada pada posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan dengan posisi 

pelaku usaha sebab keterbatasan konsumen dalam menentukan barang dan/atau jasa yang layak 

menjadi terbatas. 

a. Pengertian, Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen  

Lembaga Perlindungan Kosnumen Swadaya Masyarakat/Lembaga Perlindungan 

Nasional Indonesia adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui 

keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 

konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKSM/LPKNI apabila telah memenuhi 

persyaratan: terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota, bergerak dibidang perlindungan 

konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Keberadaannya amat sangat 

strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain itu menyuarakan 

kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam konteks litigasi 

kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga 

konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga konsumen yang dimaksud 

telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan 

perlindungan konsumen.15 

Tujuan dari didirikan lembaga perlindungan konsumen adalah bertujuan untuk 

mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan 

ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan 

diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan 

berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip 

syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku 

usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal. 

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 

44 Ayat 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi: 

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat. 

2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk 

berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 

3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:  

                                                             
15 Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan, Hal. 60. 
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a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban dan kehatihatian   konsumen   dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;  

c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 

konsumen; 

d. membantu   konsumen   dalam   memperjuangkan   haknya,   termasuk   

menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen.16 

Terlepas dari tugasnya LPKNI/LPKSM adapun hal-hal yang dapat membatalkan 

pendaftarannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

59 Tahun 2001tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi, 

yaitu:  

1. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen; atau 

2. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. 

Akan tetapi mengenai tata cara pembatalan LPKNI/LPKSM diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Menteri.17 

b. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen 

Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya 

berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (ijab qabul), melainkan perlu ditindak 

lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis 

telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan 

hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen. Yang dimaksud 

para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Konsumen  

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. 

Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa 

istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada 

perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang 

hak-hak konsumen. 

                                                             
16 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42. 
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat Nomor 104.  
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, dalam pertimbangannya 

menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan atau komposisi 

barang”. Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan variasi barang dagangan yang 

bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan 

rakyat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

secara tegas menyebutkan dengan istilah “penggunaan jasa” sebagai konsumen jasa, 

yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa 

angkutan, baik angkutan orang maupun barang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan menggunakan istilah “setiap orang” untuk pemakai, pengguna 

dan/atau pemanfaat jasa kesehatan dalam konteks konsumen. Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: 

pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya. Adapun dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tiddak Sehat telah mengenak istilah konsumen. Dalam pasal 1 huruf 

(o) Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakaai dan atau pengguna barang 

dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.  

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris consumer, dan 

Belanda consument, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau peruahaan yang 

membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang 

yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan 

“setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat 

bahwa ada pembedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan 

konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. pembedaan ini penting untuk 

membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya 

sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai 

“setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan”. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah 

end user/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau 

jasa tersebut. Dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, dapat 

dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:  

a. Konsumen Komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang 

dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.  
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b. Konsumen antara (intermediate consumer), yaitu setiap orang yang mendapatkan 

barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan 

tujuan mencari keuntungan.  

c. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), yaitu pengguna atau pemanfaat akhir 

dari suatu produk. 

Dari ketiga pembagian tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu 

semua pemakai amupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan 

menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah hanya pengguna terakhir dari barang 

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian konsumen yang hanya membatasi pada 

semua orang sebagai pemakai akhir dan tanpa mencakup badan hukum menyebabkan upaya 

perlindungan menjadi tidak merata. 

Hukum ekonomi islam tidak membedakan antara konsumen akhir (ultimate consumer) 

dengan konsumen antara (intermediate consumer) ataupun konsumen komersial (commercial 

consumer). Karena konsumen dalam islam termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik 

yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi 

selanjutnya. Menurut Islam, keadilan ekonomi islam adalah milik semu orang baik 

berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik. Dan dapat dikatakan bahwa 

semua orang adalah konsumen    karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan 

hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/ merawat harta bendanya. 

2. Pelaku usaha atau produsen 

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. 

Untuk mencapai keberhasilan di sektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi 

yang melibatkan pelaku usaha atau produsen. Produsen sering diartikan sebagai 

pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di 

dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap 

orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan 

konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung 

jawaban dari produsen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai 

pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang 

terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. 

Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan 

secara luas. 

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain 

yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan, pelaku usaha adalah 
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setiap orang perseorsngan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sebagai 

penyelnggaraan kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung 

jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya 

terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. 

3. Barang dan/atau jasa 

Dalam hukum perlindungan konsumen, yang dimaksud barang adalah setiap 

benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak 

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan 

yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Produk barang dan/atau 

jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen sangatlah beragam jumlahnya. 

Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakaian prodek 

tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya 

perlu mendapatkan perlindungan hukum.  

c. Asas-Asas Perlidungan Konsumen 

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang 

terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. 

Perlindungan konsume diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, 

masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah: 

1. Asas manfaat 

Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaran perlindungan 

konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara kesleuruhan. Asa ini menghendaki bahwa pengaturan dan 

penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan  untuk menempatkan 

salah satu pihak, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, apa 

yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan 

hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada 

gilirannya bermanfaat bagi kehidupa berbangsa. 

2. Asas keadilan 
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Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudan secara 

masksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dalam asas ini 

menghendaki bahwa melalui adanya pengaturan dan penegakan hukum perlindungan 

konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui 

perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-

undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha 

guna mendapat keseimbangan.  

3. Asas keseimbangan  

Asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti meteriil ataupun spiritual. Asas ini 

menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha dan pemerintah memperoleh 

manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. 

Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus 

diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat 

perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.  

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Asas kemanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa  yang dikonsumsi atau digunakan. 

Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh 

manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa  produk itu 

tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh 

karena itu, undang-undang ini memberikan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh 

produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. 

5. Asas Kepastian Hukum  

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta 

negara menjamin kepastian hukum. Dalam artian, undang-undang ini mengharapkan 

bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-

undang ini harus diwujudkan dalam kkehidupan sehari-hari sehingga masing-masing 

pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin 

terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.  

d. Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, 

Pasal 1 Angka 1, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
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kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun dalam pasal di 

atas hanya menyabutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-

Undang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak 

pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya konsumen menjadi 

objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen 

terlihat lebih ditonjolkan. 

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian besar, yaitu: (1) 

hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, 

maupun kerugian harta kekayaan, (2) hak untuk memperoleh barang dengan harga yang 

wajar, (3) hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang 

dihadapi.  

Selanjutnya, dunia internasional juga ikut memberikan perhatian mengenai 

perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-

Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Di dalam Guidelines for Consumer Pontection (bagian II 

tentang prinsip-prinsip umum) dinyatakan hal-hal apa saja yang dimaksud dengan 

kepentingan konsumen (legitimate needs) itu, yaitu:  

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen. 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan 

mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.  

d. Pendidikan konsumen. 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan 

dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan 

pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

mereka.  

Organisasi yang membawa misi perlindungan hak-hak konsumen secara bijak menyadari 

betapa kondisi suatu negara tidak selalu mampu menampung kepentingan konsumen itu kedalam 

perangkat hukum positifnya. Kendati demikian, jika prinsip-prinsip umum Resolusi No. 39/248 

Thun 1985 itu dihormati, paling tidak hak-hak konsumen di negara yang bersangkutan akan 

memperoleh perhatian secara memadai. 

Hukum perlindungan konsumen sampai sekarang belum memiliki pengertian baku baik 

dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kurikulum akademis. Namun beberapa orang 

sering mengartikan hukum perlindungan konsumen sama saja dengan istilah hukum konsumen. Az. 

Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 
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yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen. Adapun konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perlindungan konsumen 

juga diatur dalam pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat 

curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk 

untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan 

menggunakan tipu muslihat.  

e. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen  

1) Konsumen  

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya 

melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Menurut pandangan fiqh, 

ketentuan yang membentuk hak dan kewajiban, dikaji dalam suatu teori perikatan.18 

Tercapainya kesepakatan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Hak dan 

kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang dibuat oleh masing-masing pihak 

berdasarkan hasil kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak 

bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara’. Menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak yang dimiliki konsumen 

adalah sebagai berikut: 

j. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

k. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

l. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

m. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

n. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

o. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

p. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

                                                             
18 Zulham,  2013,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, Hal.31 
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q. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan   perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

r. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.19 

Di samping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban 

yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi 

yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada 

pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak 

pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan 

kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan. Dalam suatu perikatan, 

adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meliputi:20 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 

b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.  

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.   

2) Pelaku Usaha atau Produsen  

Tercapainya kesepakatan (ijab qabul) diantara masing-masing pihak dalam 

penyusunan kontrak (transaksi bisnis) adalah berlakunya hak dan kewajiban (al-haqq wa 

al-iltizam). Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta (asy-syurut al-muqtarinah bi 

al-‘aqad) hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan. Untuk mencapai kesepakatan 

diperlukan adanya perikatan (akad) yang ketentuann rukun dan syaratnya bersumber dari 

syariat (asy-syuruth asy syar’l li al-‘aqad). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat 

dalam transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:21 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.  

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritoikad 

tidak baik. 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen. 

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

                                                             
19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 
20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 
21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 



74 
Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457 

 

 
 

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat 

saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, 

dan begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Karena 

itu disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban. Dan kewajiban itu adalah 

sebagai berikut:22 

a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan.  

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif.  

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang 

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang 

dibuat dan/atau diperdagangkan. 

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apanila barang dan/atau jasa 

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  

f. Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen   

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak 

konsumen. Lingkungan mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata 

usaha negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” 

karena yang terakhir ini berkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum 

keperdataan.  

Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen itu diatur dalam UUPK. 

Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka secara umum 

peraturan hukum acara seperti dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

14  

1) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  

                                                             
22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 
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Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah 

tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia 

akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang 

dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Di samping itu, 

penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak 

hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini 

tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke 

pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan 

berakhir dengan kelelahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya. Di samping 

itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan, yaitu karena: 23 

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama 

diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Di 

samping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani 

dengan beban yang terlampaui banyak.  

b. Biaya per perkara yang mahal  

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan 

sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, 

semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin 

bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit.  

c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif  

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang 

tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. 

Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi 

pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” atau “orang 

kaya”. Dengan demikian, timbul kritikan yang menyatakan bahwa “hukum menindas 

orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum”.  

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah  

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap 

semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak 

mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman 

kepada para pihak.  

e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis 

                                                             
23 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 240-247. 
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Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek 

dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, 

sedangkan di luar itu pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam. Dengan 

demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung 

kompleksitas berbagai bidang.  

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah, 

sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat lebih memilih menyelesaikan 

sengketa yang dihadapi di luar pengadilan.  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dikenal dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan tersebut adalah “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Hal ini diatur dalam 

Pasal 49 ayat (1), bahwa: “pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sedangkan 

tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52, sebagai berikut:  

 Tugas dan wewenang Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen meliputi:  

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui 

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku; 

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan ini; 

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang 

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap 

mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelakuusaha, saksi, saksi ahli atau 

setiap orang sebagaimana dimaksudkan pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 

13. Menjatuhkan saksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

undang-undang ini. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelsaian 

Sengketa Konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam Surat Keputusan Menteri (Pasal 53).  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute 

Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, 

mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya.24 

sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang 

termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, 

dan penilaian ahli.  

Walaupun terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di luar 

pengadilan, namun yang akan dibahas lebih lanjut hanya arbitrase, konsiliasi, dan mediasi 

sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

a. Arbitrase  

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa25, sudah sejak 

lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Nomor SKEP/152/DPH/1977. 

b. Konsiliasi  

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh 

di luar pengadilan, yang diartikan sebagai: an independent person (conciliator) brings the parties 

together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating 

communication between the parties. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan 

kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh 

para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana 

mengikatnya putusan arbitrase. 

Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai 

sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut, menyebabkan penyelesaiannya sangat 

tergantung pada kesukarelaan para pihak. 

c. Mediasi  

                                                             
24 Yahya Harahap, Op.Cit., Hlm. 186-169 
25 Pengertian Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altermatif 

Penyelesaian Sengketa. 
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Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping 

sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan 

terbaik di antara sistem dan bentuk ADR yang ada. 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan 

hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum 

konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, 

dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. 

2. Tanggung jawab terhadap konsumen jika perbuatan melawan hukum dapat dilakukan 

dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan 

akibat perbuatan melawan hukum tersebut. 

3. ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari 

kebenaran dan keadilan bila terjadi ‛Pencurian‛ atas suatu ketentuan hukum materiil, 

hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus 

menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau 

haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan 

apabila dituntut oleh orang lain 

Perbandingan terhadap tindak pidana perkara penipuan menurut undang-undang perlindungan 

konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam adalah secara prosedur menurut undang-undang 

perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pelaksanaannya sama hal nya dengan prosedur yang 

diterapkan dalam hukum islam. Karena pemilik lembaga tersebut mengedepankan prinsip syariah, 

walaupun tidak berlebel syariah. Walaupun masih ada hal lain yang belum sesuai syariah.   

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan maupun saran, masukan  dalam proses penanganan 

perkara penipuan berdasarkan UUPK No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam yang diantaranya 

adalah untuk: 

1. Bagi konsumen, sebaiknya  lebih  selektif  dalam  memilih  Perusahaan  yang dijadikan  

tempat  untuk  pembiayaan,  maupun hal lain yang berkontibusi dengan perusahaan 

tersebut dan  seharusnya  juga  lebih  bisa memilih-memilah  kebutuhan  dengan  

menyesuaikan  dengan  tingkat  pendapatan  dan menjadi konsumen  yang  baik  dengan  

lebih  memahami  isi  perjanjian dengan  baik. Mengetahui hak sebagai konsumen, agar 

terjadi hal yang melawan hukum, konsumen bisa menuntut haknya kembali. Karena  

bisa  saja  mereka  kurang  mengetahui  mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh, 
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yang karena tidak dipaparkan oleh pihak perusahaan maka hak mereka sebagai 

konsumen hilang. Dengan adanya hak konsumen yang hilang maka diperlukan payung 

dari lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah, sesuai dengan kepentingan 

masing-masing.   

2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya dalam menyusun perjanjian lebih mempertimbangkan hak-

hak konsumen dan tidak hanya mengejar keuntungan Perusahaan saja. Karena dalam 

perjanjian tersebut konsumen adalah pihak yang lemah kedudukannya dibanding pihak 

pelaku usaha. Dan seharusnya dilandasi dengan Hukum Islam karena semua perbuatan 

kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT nantinya. Dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, belum adanya Pasal yang lebih spesifik membahas mengenai 

sistem tanggung jawab pelaku usaha, karena jenis tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri 

dari berbagai jenis. Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen sebaiknya mengikuti perubahan yang ada. Peran Pemerintah 

sebagai regulator diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan/kebijakan yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen, Dalam praktiknya, masih belum banyak 

terdapat peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, seperti mengenai tanggung jawab pelaku usaha. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, 

sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian 

ini. 
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